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KATA PENGANTAR

Balai Besar Veteriner (BBV) Wates sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, menyadari bahwa
keterbukaan terhadap informasi merupakan sarana untuk mendukung terciptanya tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik BBV Wates Tahun 2025 merupakan salah satu
wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan serta

sebagai bahan laporan dan dokumentasi dalam proses penyampaian informasi publik.

Pada tahun 2025, BBV Wates kembali meraih predikat Badan Publik Informatif Kategori
Eselon Il Kementerian Pertanian selama 5 tahun berturut-turut (2021, 2022, 2023, 2024, dan
2025). Predikat Informatif merupakan kualifikasi tertinggi dalam penganugerahan keterbukaan
informasi publik di Indonesia. Hal ini mendorong BBV Wates untuk terus berkomitmen

meningkatkan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik ini masih jauh dari
sempurna dan memerlukan banyak perbaikan, sehingga kami mengharapkan saran dan

masukan untuk perbaikan selanjutnya.

tAhidhayat, M.Sc

'4
672002121002 —2;




PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi
birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung
terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Setiap lembaga
pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan
sehingga memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan

anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup
Kementerian Pertanian telah diturunkan dalam Implementasi kebijakan keterbukaan informasi
publik lingkup Kementerian Pertanian mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 01

Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

Untuk mengawal keterbukaan informasi publik tersebut, Kementerian Pertanian telah
menetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Eselon |

Lingkup Kementerian Pertanian.

Saat ini PPID Pelaksana BBV Wates dijabat oleh Kepala Balai Besar sebagaimana Surat
Keputusan  Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor:
10476/Kpts/HM.130/F/10/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit

Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

PPID Pelaksana UPT BBV Wates tahun 2025 dijabat oleh drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.,
berdasar Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates nomor:
02034/Kpts/OT.050/F.4.C/01/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pelaksana Balai Besar Veteriner Wates TA 2025 dan digantikan oleh drh. Nur
Saptahidhayat, M.Sc. sebagaimana Surat Keputusan Kepala Balai nomor:
09006/Kpts/OT.050/F.4.C/07/2025 tentang Petugas Pelayanan Informasi Pelaksana Balai

Besar Veteriner Wates.

BBV Wates sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, menyadari bahwa keterbuaan
terhadap informasi merupakan sarana untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih (good governance). Dengan terwujudnya good governance maka

kepercayaan stakeholder terhadap sebuah instansi akan juga meningkat.



Upaya yang telah dilakukan PPID BBV Wates dalam mengimplementasikan keterbukaan
informasi publik dengan memberikan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh
masyarakat melalui website, FB, X, |G dan Youtube sejak tahun 2019 dari konsisten

melakukan pembaruan dalam pelayanan informasi publik hingga saat ini.

Berikut adalah surat keputusan yang sudah diterbitkan oleh BBV Wates di tahun 2025 terkait

dengan keterbukaan informasi publik:

1. Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor
02034/Kpts/OT.050/F.4.C/01/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Veteriner Wates TA 2025 dan digantikan
oleh Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor
09006/Kpts/OT.050/F.4.C/07/2025 tentang Petugas Pelayanan Informasi Balai Besar
Veteriner Wates ;

2. Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor
02034/Kpt/OT.050/F4.C/01/2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Balai
Besar Veteriner Wates yang digantikan oleh Surat Keputusan Kepala Balai Besar
Veteriner Wates nomor: 09006/Kpts/HM.130/F4.¢/07/2025 tentang Penetapan Daftar

Informasi Publik Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2025;

3. Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor
02028/Kpts/OT.050/F4.C/01/2024 tentang Tim Kehumasan Balai Besar Veteriner
Wates;

4. Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor

02038/Kpts/OT.050/F.4.C/01/2025 tentang Tim Pengelola Saran/Pengaduan
Masyarakat, Konsultasi dan Pengelola Pengaduan Menggunakan Aplikasi SP4N
Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Balai Besar
Veteriner Wates TA 2025;

5. Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates
nomor:02046/Kpts/OT.050/F4.C/01/2025 tentang Tim Penyusun Standar Pelayanan
Publik Balai Besar Veteriner \Wates;

6. Standar Pelayanan Publik (SPP) 2024 Balai Besar Veteriner Wates.

Pengelolaan PPID di BBV Wates meliputi kegiatan pengumpulan informasi publik yaitu
informasi yang waijib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan yang

wajib diumumkan

secara serta merta. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat
diakses oleh publik secara langsung dengan melalui website BBV Wates

(https://BBVwates.ditienpkh.pertanian.go.id/). Informasi tersebut terpelihara dan diperbarui



https://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id/

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi BBV Wates. Tim Humas dan Tim
Website menjadi bagian penting sebagai ujung tombak dalam penyampaian informasi publik
BBV Wates.

REKAPITULASI LAPORAN PPID BBV WATES TAHUN 2025

1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Statistik / Rekapitulasi

2025 ~

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025
Balai Besar Veteriner Wates

Jumlah Dokumen
w s o

[

o
a. Fab Mar apr May Jun Bl Aug Sep Oct Mo Dac

Bl Permohonan Bl Pemberitahuan Bl Perpanjangan Bl Penolakan Bl Keberatan O Rerata

Statistic IP

6 6 ] 0 0

Permohonan Pemberitahuan Perpanjangan Penolakan Keberatan

Pelayanan Informasi Publik

Rata rata pelayanan Pelayanan Tercepat Pelayanan Terlarma
& hari, 1 jam, 31 menit, 4 menit, 58 detik 18 hari, 4 jam, 18
16 detik menit, 22 detik

Pelayanan Keberatan

Rata rata pelayanan Pelayanan Tercepat Pelayanan Terlarma

00 detik 00 detik 00 detik

Selama tahun 2024 PPID BBV Wates telah menerima 6 (enam) permohonan dan
membuat 6 (enam) pemberitahuan secara elektronik melalui portal PPID Kementan.
Dari 6 (enam) permohonan 3 (tiga) permohonan merupakan permohonan oleh petugas
BBV Wates dalam rangka penilaian petugas PPID terbaik tahun 2025 oleh Kementerian

Pertanian.



Selain permohonan secara Online, terdapat pula permohonan informasi secara offline

baik berupa surat atau pemohon datang langsung ke BBV Wates. Selama tahun 2025

terdapat 7(tujuh) permohonan secara Offline.

Rekapitulasi pelayanan keberatan beserta alasan pengajuan keberatan

Pada tahun 2024 tidak terdapat pemohon informasi yang mengajukan keberatan atas

informasi publik yang diminta (Nihil).

Rekapitulasi permohonan yang ditolak beserta alasan

Pada tahun 2024 tidak ada permohonan informasi yang ditolak (Nihil).

Daftar permohonan informasi publik

Darftar permohonan melalui portal PPID (Online)

No. Tanggal Tanggal No Pendaftaran | Nama Pemohon Tipe Informasi Publik Tindak Lanjut Status
Permohonan Selesai Pemohon
1(Kamis, 10Jul 2025 |Kamis, 23 Oct 2025 |2025071005/F1A- [SAPTARIMA EKA Perorangan Nama Info Alasan 1Pemberitahuan Telah Selesai
LY.A/07/2025  |ESTIANI BORO Permohonan informasi data  |Data sekunder pra  [202510230006/F3-  |Diproses
hasil surveilans dan pengujian |penelitian F/10/20252025-10-23
parasit darah (theileria, 14:50:32
babesia) pada sapi, kerbau,
dan kuda di regional BBVet
2[Jumat, 15Aug 2025 |Rabu, 220ct 2025 |2025081501/F1A- [Ratriastuti Perorangan Nama Info Alasan 1Pemberitahuan Telah Selesai
LY.A/08/2025 Data surveillance Salmonella |Untuk mengetahui  |202510220004/F3-  [Diproses
(S. pullorum/gallinarum, S.  |prevalensi F/10/20252025-1022
enteritidis) selama 2020-2025 [salmonella di 133456
3[Senin, 155ep 2025 |Rabu, 22 0ct 2025  |2025091503/F1A- [Ratriastuti Perorangan Nama Info Alasan 1Pemberitahuan Telah Selesai
LY.A/09/2025 Data surveillance Salmonella |Untuk mengetahui  |202510220005/F3-  [Diproses
(S. pullorum/gallinarum, S.  |prevalensi F/10/20252025-10-22
enteritidis) selama 2020-2025 [salmonella di 13:3629
4{Rabu, 22 0ct 2025  |Rabu, 22 0ct 2025 [2025102201/F1A-[TRI CAHYONO Perorangan Nama Info Alasan 1Pemberitahuan Telah Selesai
LS.F/10/2025 SETYAWAN Mohon Laporan PPID BBV Untuk Penelitian 202510220002/F3- Diproses
Wates Taahun 2024 Thesis F/10/20252025-1022
5[Rabu, 220ct 2025  |Rabu, 22 0ct 2025  [2025102202/F1A- |Ismiati Perorangan Nama Info Alasan 1Pemberitahuan Telah Selesai
LS.F/10/2025 Link laporan Tahunan PPID  |Penelitian Thesis ~ |202510220001/F3-  [Diproses
Tahun 2024 E/10/200%me 10
6|Rabu, 220ct 2025  [Rabu, 22 Oct 2025 |2025102203/F1A-|Ismiati Perorangan Nama Info Alasan 1Pemberitahuan Telah Selesai
LS.F/10/2025 Link laporan Tahunan PPID  |Penelitian Thesis ~ [202510220003/F3-  |Diproses
Tahun 2024 F/10/20252025-1022

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari total 6 (enam) pemohon informasi di BBV Wates
3 (tiga) permohonan merupakan permohonan dalam rangka penilaian petugas PPID
terbaik. Dari 3 (tiga) pemohon eksternal 100% merupakan pemohon informasi
agribisnis. Informasi agribisnis yang diminta antara lain data hasil surveilans, hasil uji
labolatorium, dan hasil uji sampel.
- Daftar permohonan Offline
1) Permohonan data pengujian BVD pada sapi pada tahun 2024 s.d April 2025 oleh
Badan Karantina Hewan lkan dan Tumbuhan Provinsi Jawa Tengah melalui surat
nomor B-3299/KR.150/JJ.13/05/2025 tanggal 08 Mei 2025.
2) Permohonan data surveilans anthrax oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Kementerian Kesehatan melalui surat

Masyarakat Yogyakarta, nomor

SR.01.04/B.X.2/10460/2025 tanggal 26 Mei 2025.



Permohonan Data Penyakit oleh Badan Karantina Hewan lkan dan Tumbuhan D.I.
Yogyakarta melalui surat nomor B-672/KR.110/JJ.14/6/2025 tanggal 10 Juni 2025.
Permohonan Data Surveilan Penyakit Hewan Tahun 2023-2025 oleh Badan
Karantina Hewan lkan dan Tumbuhan D.l. Yogyakarta Jawa Timur melalui surat
nomor B-6692/KR.110/JJ.15/06/2025 tanggal 16 Juni 2025.

Permohonan informasi data surveilans dan pengujian parasit darah (theileria,
babesia) pada sapi, kerbau, dan kuda di regional BBVet Wates tahun 2021-2025
oleh perorangan atas nama Saptarima Eka Estiani Boro tanggal 10 Juli 2025.
Permohonan Data Daftar Lokasi Surveilans Penyakit Al berdasarkan Wilayah
Kerja BBV Wates Tahun 2025 dan Data Jumlah Kasus/Wabah Al berdasarkan
Wilayah Kerja BBV Wates Tahun 2021 s.d 2025 oleh Putri Cahya Saynata dari
melalui surat atas nama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahsiswaan, Ketua
Departemen Teknologi Kebumian nomor 912/UN1/SV.1/AKM/KM/DTK/2025
tanggal 16 Juli 2025.

Permohonan informasi pada bulan ini disampaikan oleh Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN) dengan
surat nomor : 0102/PPKN/IX/2025-Konf tanggal 16 September 2025 perihal
Konfimasi Informasi Realisasi Bantuan Hewan Ternak pada Balai Besar Veteriner
(BBV) Wates tahun anggaran 2024. Permohonan tersebut belum dilengkapi
dengan persyaratan permohonan informasi publik, diantaranya adalah akta
pendirian badan hukum sehingga PPID BBV Wates memberikan waktu kepada

pemohon untuk melengkapi persayaratan.

Rekap permohonan berdasarkan kategori adalah sebagai berikut:

No Kategori Jumlah Pemohon
1 Informasi Agribisnis 9
2 Anggaran/Keuangan 0
3 Kepegawaian 0
4 Hukum dan peraturan perundang-undangan 0
5 Pengadaan Barang dan Jasa 1
6 Lainnya 3




MAKLUMAT LAYANAN PPID

Janji Layanan PPID BBV Wates sejalan dengan Janji Layanan PPID Utama.

PELAYANAN 7

Dengan ini kaml berjanji; dap”-menyatakan
sanggup menyelenggarakan pelayanan publik
_sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah

ditetapkan, memberikan pe[ctyctnan sesuai
i dengan kewajiban serta akan melakukan
perbaikan secara terus-menerus.

{ Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak
gsesuqi standar yang ditetapkan, maka kami
i bersedia menerima sanksi dan/atau
memberikan  kompensasi  sesuai  ketentuan
! peraturan dan perundang-undangan.

Wates )3uli 2025

aptahitthayat, M:Sc = *

NIP. 197412072002121002
Selain Janji Layanan Balai juga menandatangani pakta integritas bersama yang bersamaan
dengan kegiatan Forum Komunikasi Publik dan diperbarui oleh Kepala Balai Besar veteriner

Wates yang baru.

SDM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PPID Pelaksana UPT BBV Wates dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar
Veteriner Wates Nomor : 09006/Kpts/OT.050/F4.C/07/2025 tanggal 09 Juli 2025 menunjuk
Kepala Balai BBV Wates sebagai pengarah selaku Pejabat Pengelola Infromasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi Balai Besar Veteriner
Wates, yang beranggotakan :
1. Ketua
drh. Basuki Rochmad Suryanto, Medik Veteriner Madya



2. Sekretaris
Tri Cahyono Setyawan, S. Kom, Pranata Komputer Muda

3. Anggota:

Drh Laksmi Widyastuti, Medik Veteriner Muda
Ismiati, SS, M. Ec. Dev, Penelaah Teknis Kebijakan
Robert Sukisworo, A.Md., Pranata Keuangan APBN Mahir
Binti Sa’adah, A. Md, Arsiparis Mahir
Diah Irfaningrum, S. Sos, M. AP, Pengolah Data dan Informasi
Adapun tugas Petugas Pelayanan Informasi Balai Besar Veteriner Wates:
1. Melakukan pelayanan informasi publik secara langsung di konter layanan informasi
publik maupun daring (online)
2. Melakukan verifikasi persyaratan permohonan informasi publik
3. Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan pelayanan informasi publik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, tim Petugas Pelayanan Informasi
Balai Besar Veteriner Wates bertanggungjawan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai
Besar Veteriner Wates.
Pengelola informasi publik secara umum terpusat di PPID BBV Wates, akan tetapi data-data
dan laporan-laporan menjadi tanggung jawab masing-masing bagian atau unit kerja internal
BBV Wates. Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja
melalui rapat-rapat dan diskusi internal.
Pengelola informasi publik di diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat
terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup).
Informasi publik yang bersifat terbuka dikelompokkan menjadi 3:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam
bulan), seperti profil, program kerja, produk peraturan perundang-undangan, laporan
pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

2. Informasi yang waijid diumumkan secara serta merta, seperti bencana alam, bencana
non alam, jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber
hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular.

3. Informasi yang waijib disediakan setiap saat, seperti daftar informasi publik yang
berada di bawah penguasaan, prosedur kerja, rencana kerja dan rencana tahunan.

Informasi publik yang bersifat tertutup dikelompokkan menjadi 3:

1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;



3. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan
kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

Pelayanan Informasi Publik merupakan sinergitas kinerja antara PPID, Tim Humas dan

Tim Website serta peran aktif tiap bagian/ unit dalam menyediakan data, informasi

maupun dokumen.

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BBV WATES

Program kerja PPID BBV Wates yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 antara lain:
a. Rapat rutin evaluasi kinerja PPID
Pemutakhiran daftar informasi publik (DIP)

Pemutakhiran informasi di Website, Media Sosia dan Portal PPID.

b
c
d. Pembaruan data-data dan dokumen-dokumen pada Portal PPID
e. Pertemuan Forum Komunikasi Publik (FKP) 8 Juli 2025

f.  Webinar yang dilaksanakan secara periodik setiap bulan sebagai sarana diseminasi

informasi.
Partisipasi pada pertemuan-pertemuan PPID selama 2025:

a. Evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan tanggal 6 Agustus 2025;

b. rapat koordinasi komunikasi dan anugerah keterbukaan informasi publik Tahun 2025
dan Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup
Kementerian Pertanian Tahun 2025 di Auditorim Gedung F Kantor Pusat, 22
Desember 2025;

c. Evaluasi PPID Ditjen PKH Tahun 2025 di Ruang Rapat Utama I, Gd.C Lantai 6 Dijen
PKH 22 Desember 2025.

PELAKSANAAN FORUM KOMUNIKASI PUBLIK

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa
masyarakat perlu dilibatkan dalam pelayanan publik. Berkaitan hal tersebut, salah satu upaya
pemerintah melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik
(FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum
Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayan Publik. Forum konsultasi publik
sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara
dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan

rencana kebijakan, penerapan kebijakan, dapak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebiakan,



ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan,
memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang
disunakan sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka BBV Wates melaksanakan FKP atas Kebijakan
Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan harapan bisa memperbaiki sistem pelayanan
yang sudah berjalan bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan harapan dan kebutuhan

masyarakat/pengguna jasa.

FKP ini diselenggarakan BBV Wates dalam rangka mengkomunikasikan dan mendiskusikan
permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan.
Kegiatan FKP ini diselenggarakan melalui komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat
mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas

layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

FKP dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Juli 2025 secara Hybrid di ruang Aula BBV Wates dan

melalui zoom. Dengan susunan acara sebagai berikut

Jam (WIB) Acara Keterangan
08.30-09.00 Pemutaran Video Profil Balai Besar Veteriner | Host
Wates
Lagu Indonesia Raya
09.00-09.15 Sambutan Kepala Balai Besar Veteriner | drh. Hendra Wibawa,

Wates M.Si, Ph.D.
09.15-09.45 Sambutan Kepala Biro Komunikasi dan | drh. Moch.  Arief
Layanan Informasi Kementerian Pertanian Cahyono, M.Si.
09.45-10.15 Sambutan  dan Materi Optimalisasi | Ombudsman RI
Pelayanan Publik di Lembaga Pemerintah | Yogyakarta
10.15-10.30 Pembacaan Maklumat Layanan BBVet Wates | Ketua Kelompok
& Penandatanganan Komitmen Bersama Pelayanan Veteriner:
drh. Rochmadiyanto,
M.Sc.
10.30-11.00 Paparan Pelayanan Balai Besar Veteriner | Moderator:
Wates: Update Layanan 2025 drh. Basuki Rochmad

e Penyampaian Standard Pelayanan Publik | Suryanto
(SPP) BBV Wates 2025

e Tarif Permenkeu No 85 Th 2023 Kepala Bagian Umum:
drh. Didik Yulianto,
M.Sc.

11.00-11.30 e DISKUSI
11.30- 12.00 RESUME & PENUTUP

Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik yang dilakukan diperoleh
masukan, aspirasi bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat melalui dialog dan
diskusi tersebut. Adapun aspirasi dan usulan rekomendasi serta jangka waktu penyelesaian

yang ditargetkan adalah sebagai berikut:



No Identifikasi Masalah Usulan Rekomendasi Jangka Waktu
Perbaikan Penyelesaian
1 Terdapat beberapa negara | Koordinasi dengan KAN | 07 Agustus 2025
yang belum mengakui | untuk mencantumkan ILAC-
Laporan Hasil Uji BBV Wates | MRA

sebagai persyaratan lalu lintas
internasional (ekspor)

Acara diakhiri dengan penandatanganan Pakta Integritas Bersama antara Balai Besar
Veteriner Wates dengan perwakilan peserta FKP untuk senantiasa meningkatkan Kerjasama,
menjauhi korupsi,suap dan gratifikasi, serta menyelesaikan permasalahan yang mungkin

terjadi dengan kekeluargaan untuk kebaikan bersama.

ANGGARAN PPID HUMAS

Sebagai bentuk komitmen organsiasi, BBV Wates telah mengalokasikan anggaran
pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan pada tahun 2025 sebesar
Rp.64.624.300 ( Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus

Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No Uraian Jumlah
1 | Forum Komunikasi Publik 9.875.000
2 | Penyusunan Peta Status Situasi Penyakit Hewan di 20.000.000
Wilayah Kerja
3 | Penambahan sarana prasarana pelayanan publik 11.334.300
4 Diseminasi Informasi dan Kampaye Peringatan Hari
Rabies Sedunia "Word Rabies Day" 23.415.000
TOTAL 64.624.300

CAPAIAN KINERJA PPID BBV WATES
PPID BBV Wates pada tahun 2025 meraih Predikat Informatif Kategori Eselon Il sebagai Unit

Kerja Informatif Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian

Pertanian.
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PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh
informasi secara tertulis atau tidak tertulis dengan waijib melampirkan: a) akta pendirian dan
perubahannya (badan hukum), b) Kartu Tanda Penduduk (KTP/perorangan), c) Surat Kuasa
atau Surat Tugas (Wakil Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok), d) Menisi form permintaan

informasi publik yang disediakan di desk/counter PPID atau di Website PPID
Tempat Pelayanan Informasi Publik BBV Wates:

Sekretariat PPID

JI. Raya Yogya — Wates Km. 27, TP 18

Giri Peni, Wates, Kabupaten Kulon Progo

Daerah Istimewa Yogyakarta 55602

Phone :(0274) 773168

HP & WA : 08112955145 (Humas) / 087838227721 (drh. Basuki /Ketua Petugas
Layanan Informasi) / 081329366748 (Ismiati / Petugas Layanan Informasi)

Email: bbvetwates@pertanian.go.id

PPID menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk
penggandaan atau perekaman pemohon informasi publik dapat melakukan
penggandaan/fotokopi sendiri tau menyediakan flashdisk untuk perekaman data dan

informasi publik.
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https://api.whatsapp.com/send?phone=WHatsApp%20:%2008112955145%20(Humas)%20/%20087838227721%20(drh.%20Basuki%20/PPID%20Pelaksana%20UPT)%20/%20081329366748%20(Ismiati%20/%20PPID%20Pembantu%20Pelaksana%20UPT)
https://api.whatsapp.com/send?phone=WHatsApp%20:%2008112955145%20(Humas)%20/%20087838227721%20(drh.%20Basuki%20/PPID%20Pelaksana%20UPT)%20/%20081329366748%20(Ismiati%20/%20PPID%20Pembantu%20Pelaksana%20UPT)
mailto:bbvetwates@pertanian.go.id

PERMOHONAN
INFORMASI

¥
PPID

= = = = PEMENUHAN KELENGKAPAN = = = = &

BADAN HUKUM/ \'
BADAN PUBLIK ATAU KELOMPOK BPERORANGAN

¥ ¥

- .
AKTE Pendirian & Perubahannya Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Kuasa/Tugas Form 1B | Form 1A

v |
PEMENUHAN BUKTI

Maksimal
PEMBERITAHUAN
INFORMASI EaSyEnt
R

Perlu Perpanjangan Waktu

Maksimal
4m Permintaan disetujui mp
‘ - - - - -

Pemberian Informasi
Yang Diminta

2
PERSYARATAN : (?‘J

Permohonan mengisi form
permohonan informasi s
FC identitas diri

AKSES INFORMASI TER
bbvetwates.ditjenpkh.pertanian:

‘ .
| f: Votoriner wates g @BBVet Wates (0274)
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SARANA DAN PRASARANA PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

PPID BBV Wates dilengkapi dengan beberapa sarana prasarana atau fasilitas pendukung
untuk mempermudah, memperlancar dan mengorganisasi dalam memberikan pelayanan

kepada pemohon informasi publik.

Screen Layanan untuk Pengunjung
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Formulir permohonan dalam bentuk cetak menggunakan huruf braile

INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Balai Besar Veteriner Wates sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan memiliki peran strategis dalam mendukung surveilans dan
pengendalian penyakit hewan melalui pengujian laboratorium. Dalam menghadapi tantangan
era digital dan tuntutan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akurat, pengembangan
Sistem Informasi dan Analisis Data Laboratorium (SIDARA) menjadi kebutuhan mendesak.
SIDARA telah dikembangkan sebagai dashboard interaktif berbasis data yang menampilkan
visualisasi pengujian laboratorium secara real-time. Data yang ditampilkan mencakup jumlah
sampel, jenis pengujian, status hasil, asal spesimen, dan pengirim sampel. Data terakhir
diperbarui pada 30 April 2025 dengan jumlah sampel mencapai 19.187, mencerminkan

tingginya kebutuhan akan layanan pengujian laboratorium yang efisien dan transparan.
Tujuan Inovasi

Meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengujian laboratorium veteriner.
Memberikan akses informasi pengujian secara real-time kepada stakeholder.

Meningkatkan partisipasi aktif pengirim sampel (dinas, laboratorium, peternak, dll).

0N~

Mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data oleh instansi pusat dan

daerah.
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PENUTUP

Mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga merupakan
realisasi dari negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Untuk memaksimalkan
keterbukaan informasi pemerintah menetapkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategi
untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan

akuntabilitas.

Dengan adanya keterbukaan informasi publik menjadi kontrol masyarakat terhadap
pemerintah, mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang trasnparan dan akuntabel
sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan.
Meskipun demikian, keterbukaan informasi publik tidak berarti masyarakat dengan serta
merta dapat mengakses informasi dengan bebas, terdapat prosedur dan mekanisme yang
harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Selain itu, tidak semua
informasi boleh diakses oleh publik, terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa

diketahui oleh publik berdasarkan undang-undang.

BBV Wates berupaya melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun
masih banyak yang harus diperbaiki dari segi sarana prasarana, sumberdaya manusia,

Pengelola dan inovasi-inovasi.
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https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/172/t/undangundang+nomor+14+tahun++2008+tanggal+30+april+2008
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/172/t/undangundang+nomor+14+tahun++2008+tanggal+30+april+2008

